KEPALA DESA IGIRMRANAK
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA IGIRMRANAK NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

[

DENGAN RAHMAT| TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
rjgelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnva kemalkmuran masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 fermuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan

penyelenggara pemerintahan Desa berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan

kemandirian s
dalam melaksa
menuju masyar
bahwa berda
dimaksud dala
Peraturan De
Belanja Desa T
Undang-Undang
Daerah-daerah K
Tengah (Lembar
Nomor 42);

Undang-Undang
Peraturan Perun
Indonesia Tahu

hingga menciptakan landasan kuat
akan pemerintahan dan pembangunan
kat yang adil, makmur, dan sejahtera;

kan pertimbangan  sebagaimana
huruf a dan hurufb, perlu menetapkan
tentang Anggaran Pendapatan dan
un Anggaran 2021;

omor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
bupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Negara Republik Indonesia Tahun 1950

omor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
ang-undangan (Lembaran Negara Republik
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaranh Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang | Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
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13.

Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dag¢rah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indones

a Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

MNomor

Tambahan Lemb

5679);

Peraturan Pemergintah Nomor
Pengelolaan Keus

Indonesia Tahun
Negara Republik |

23 Tahu
(Lembaran Negara

n 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
pran Negara Republik Indonesia Nomor

58 Tahun 2005 tentang
ngan Daerah (Lembaran Negara Republik
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
ndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123

Indonesia Nomor

Peraturan Pemeittintah Nomor 47 Tahun 2015

Perubahan Atas P
tentang Peratura

, Tambahan Lembaran Negara Republik
5539) sebagaimana telah diubah dengan
tentang
praturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
N Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun
Negara Republik |
Peraturan Pemeri

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
ndonesia Nomor 5717);
ntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tamh
Nomor 5558) s¢
terakhir dengan H

ahan Lembaran Negara Republik Indonesia
bagaimana telah diubah beberapa kali
eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014

Anggaran Pendap
Republik Indone
Lembaran Negara

lentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Atan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
sia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara

Republik Indones;

a Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Mentefi Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman
Indonesia Tahun
Peraturan Mente

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
2014 Nomor 2094);
i Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun
Peraturan Mente

2018 Nomor 611);
ri Desa,PDT dan Transmigrasi Nomor 13

Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2021

Peraturan  Kep
Barang/Jasa Per
Pedoman Tata Cag

ala Lembaga Kebijakan Pengadaan
nerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
ra Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
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Negara Republik| Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
sebagaimana telalh diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 teritang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Lembaga Kebijaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di |Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomgr 1506);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Daerah|Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pencalohan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa |[Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016 Nemor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogobo Nomor 6);

Peraturan Daerah|{Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020
tentang Anggaran|Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonososbo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogobo Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Bupati|Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonogobo Tahun 2015 Nomor 64);

Peraturan Bupati|Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Depa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
Peraturan Bupati|Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang
Pedoman Perencgnaan Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosgobo Tahun 2015 Nomor 74);

Peraturan Bupati|Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelplaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosgobo Tahun 2018 Nomor 48);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 68 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupateh Wonososbo Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 7 1);
Peraturan Bupdti Wonosobo Nomeor: 70 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa
Tahun 2021;
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 71 Tahun 2020
tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun
Aanggaran 2021
Peraturan Bupdti Wonosobo Nomor: 72 Tahun 2020
tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa ,Perangkat Desa Serta
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;
Peraturan De Igirmranak Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa




[girmranak Tahu
26. Peraturan Desg
tentang Rencan

Tahun 2021;

Deng;
BADAN PERMU

KEP/

Menetapkan

PERATUI

n 2019 - 2024,
lgirmranak Nomor 2 Tahun 2020
A Kerja Pemerintah Desa Igirmranak

hn Kesepakatan Bersama

SYAWARATAN DESA IGIRMRANAK
dan

ALA DESA IGIRMRANAK

MEMUTUSKAN:

RAN DESA TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IGIRMRANAK

TAHUN A

Anggaran Pendapatan dan Belarn

perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa
Surplus/Defisit
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiavaan
b.Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a — b)
Uraian lebih lanjut Anggars

sebagaimana dimaksud dalam
yang merupakan bagian tak ter

NGGARAN 2021

Pasal 1
ja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan

Rp. 1.063.456.070,-

Rp. 1.080.771.041,-
Rp. -17.314.971,-
Rp. 17.314.971,-
Rp. 0.-
Rp. 17.314.971,-

Pasal 2

n Pendapatan dan Belanja Desa
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
pisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksid dalam Pasal 2 memuat:

A. APB Desa;

B. daftar penyertaan modal, jiK
C. daftar dana cadangan, jika {
D. daftar kegiatan yang bely

sebelumnya, jika ada.

Kepala Desa menetapkan Perat
Anggaran Pendapatan dan Bela
pelaksanaan APBDesa.

(1) Pemerintah Desa  dapat
penanggulangan bencana, ke
(2) Pendanaan kegiatan seba
menggunakan anggaran jenis
{(3) Pemerintah Desa dapat 1

bencana, keadaan darurat,

a tersedia;
ersedia; dan

m dilaksanakan di tahun anggaran
Pasal 4

uran Kepala Desa tentang Penjabaran
nja Desa sebagai landasan operasional

Pasal 5

melaksanakan  kegiatan
adaan darurat, dan mendesalk.
paimana dimaksud pada ayat
5 belanja tidak terduga.
nelakukan kegiatan penanggulangan
dan mendesak yang belum tersedia

untuk

(1)




(4]

Dalam hal terjadi:
A.

B.
C.
Kepala Desa dapat

melakukan perubahan Peratura:
Desa dan memberitahukannya Kk

anggarannya, yang
peraturan Desa tentang peru
Kegiatan sebagaimana dimal
kriteria:

a. bukan merupakan kegiaf
Desa dan tidak dapat dipr
b. tidak diharapkan terjadi s

berada diluar kendali dan
memiliki dampak yang
rangka pemulihan yang di

C.
d.

selanjuinya diusulkan dalam

rancangan
bahan APB Desa.
ksud pada ayat (1) harus memenuhi

an normal dari aktivitas pemerintah
ediksi sebelumnya;

pecara berulang;

pengaruh pemerintah Desa;

signifikan terhadap anggaran dalam
sebablkan oleh kejadian yang luar biasa

dan/atau permasalahan spsial; dan

¢. berskala lokal Desa.

penambahan dan/atau peng
tahun berjalan;
keadaan yang menyebabkan
belanja; dan
kegiatan yang belum dils
menyebabkan SiLPA akan dil

mendaht

Pasal 6

irangan dalam pendapatan Desa pada
1arus dilakukan pergeseran antar objek
ksanakan tahun sebelumnya dan
alkcsanakan dalam tahun berjalan.

1 lui  perubahan APB Desa dengan

1 Kepala Desa tentang Penjabaran APB
epada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlakyi pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat menge
Peraturan Desa ini dalam Lemb;

Diundangkan di Igirmranak
pada tanggal 30 Desember 202

tahui, memerintahkan pengundangan
aran Desa Igirmranak

Ditetapkan di Igirmranak

““-\’.'.

TAHUN 2020 NOMOR 04

pada tanggal 30 Desember 2020



